: ';'-."- '::';-/

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAFRAH KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KFRJA DINAS DAERAH

Memmbung

Mengingal

KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

f_"f

2

WALIKOTA MAGELANG,

hahwa schubungan dengan perubahan orgamsas Pemennlah
[acrah. maka dipandang perlu menctapkan Peraturan Daecrah

vane mengatur dusunan Oreamsast dan lata Kerja Dinas
HI = ~

Daerah Kota Magelang

bahwa — pengaluidl terscbut  dunaksudkan  untuk  dapat

.  denwan lugas pokok dun Tungs Ihnas Daerah
o

dalam upava pemngkatan penyelenggaraan

Ksanaan pembangunan  dan bimbingan

ra herdayaguna dan berhasil guna |

menyestakan (d
Knt:;i Magelang
purnunnluhur:- pel:
| emasyarakafan secd
intuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan

bahwil an Peruturan Naerah Kola Magelang |

d!h:l:{pl-:m deny

Pusal 5 avul (2) Undang-Undang Dasar 1945

satapan  Majells Permusvawaratan  Rakyat Repubhk
KLILI‘J-{ - Nomor XV / MPR /1998 tentang Penyelenggaraan
i”"h}m:lf“‘l;m[]_ Pengaturan. Pembagian dan Pemantaatan
L{:‘;’:{:I Dava Nastonal vung berkeadilan © serta penmbangan
;;,:uunu:i" Pusat  dun l]:.luruh dulum  kerungka  Negara
Ku:;aru*an Republik Indonesia |

3. Ketelapan .
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. Ketetapan Majelis

Permusyawn raian  Rakvyat Ruptlblik
Iminn ¢S

Kehi Nomor  IV/MPR 2000 tentang Rekomendas
¢hijakan dalam Penvelengparaan Otonomi Daerah -

4 1 indum:-und:mg Nomor 17  Tahun 1950  teniang

-:I o bl # |- ; s
embentukkan Dacrah-dacrah Kota Kceil Dalam Lingkungan
) : ’ %

ropinst Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat |

- I"‘J”"B'""dﬂﬂg Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemenntahan
Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60 Tambahan | embaran Negara RT Nomor 1839

oy

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemenmah Pusat dan Daerah (| embaran
Ncgara Republik IndoncsiaTahun 1999 Nomor 72, Tambahan
I,L‘I'I‘lhﬂmn T‘-t{*_gnm Rl Nomor _?nﬂ-l?-] &

7. Undang-undang Nomor ¢ Tahun 1974 h_-inlung} P“L‘.‘Lr,[[.m;:j;
Kepegawaian ([embaran Negara chuhhl_c ]nd-r-ne:':mNn "
1974 Nomor 35 Tambahan |.embaran Negara Rl nim
3041) schagaimana tclah dinbah dcngnn'l_lnd:mg;‘lnil:ﬂﬁ
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara : me.ﬂn
indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembale
Negara Rl Nomor 3IRGO) ¢

qQ Peraturan Pemenntah Nnmn'rr 25 Tnhlinprﬂm{li :z:;:a;ﬂg]
Kcowenangan Pemenintah dan m?wcnnngun ]-i;}zn.lndgnc;iﬂ
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republ indon
N:mm:mr 54 Tambahan | embaran Negara RI Nomor 3% 2).

Pemerintah  Nomor Q4 Tahun 2000 tentang

e an
o S Organisast Perangkat Dacrah (1 embaran Negara

Pedoman sas! -
Republik Indenesta Nomor 103)°

Dengan Persetujuan

" I i II- -' -.‘| ;
VAN F 1% % \KH \ ~ R_\K"lxl DA I'.«Rf"iH hﬂ I'A 1\‘\.( E[ ANG
DE\ ‘-JJ\VI ' ER . .J- - £ .

HIEMUTUSK:U& :

.0 AGELANG TENTANG
‘ ‘RAII KOTA MAGELAN G .
) [::{ :\[’tl—‘-i_-'i?jl DAN TATA KERJA DINAS

RATUR
Menctapkan PLERA
N = ELANG.

BABI .....
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BAB 1]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah in vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Koty Magclang ;

b.
6.

d

Pemenntah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
Walikota adalah Walikota Magelang

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang |

¢. Dinas Ducrah adalah Dinas-Dinas Kota Magelang .

. Unit Pelaksana lekms Dinas vang .k:.t.:lunjutn}'?l disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas Ji lapangan .

BADB I
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Dacrah i dibentuk Dinas Daerah.

(2) Orgamsast  Dinas Dacrah Qibul_lluk berdasarkan
pcrlnnhungu:l-purﬁn*l bangan scbagar benkut :
a. kewenangan Pemernmtahat -
b Larakteristik. potensi dan Lebutuhan :
¢ kemampuan keuangan
d. ketersediaan sumber daya aparatur .

¢. pcngembangan pola kerja sama antar dacrah dan
dengan pihak ketiga.

BAB III
CEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- Dacrah merupakan unsur pelaksana pemenntah kota
lJIIhll?'-dmlmpin oleh seorang kepala vang berada dibawah
’Inbbcrlﬂﬂ“""u jawab kepada Walikota melalu Sekretans

an EBVTS

(1)

Daerah |
erah mempunyal tugas mclaksanakan kewenangan

s Da
(2) Dnas Jacrah kota dalam  rangka pelaksanaan tugas

Otonuoullli
IIEHUHIIHIIHHHI ,

(3) Dalam

.....

e —
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(3} Dﬂlum men-,
(1} Pas -

.

™ ¢lenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
AL Pinas Daerah mempunyai fungs

Pe san  kehi; - : ingk
rumusan  kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
lugasnvy -

h‘. Pﬂnlhl:riﬂﬂ p{:ﬂ“n:’]n ('Iﬂn pﬁiﬂk‘ﬂln"”ﬂ pﬂ]ﬂ}'ﬂnﬂn nmium .,

C. Pembinaan terhadup Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Cabang Dinas dalam [ingkup tugasnya.

BAB 1V
ORGANISAS! DINAS DAERAH

Pasal 4
Dinas Daerah terdiri dan -
1. Dinas Perkerjaan Umum ;
2 Dinas Keschatan
3  [hnas Pendidikan ;
4 Iinas Pertaman

inas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal .

| inas Pertanahan |

N o v

Dinas Pendapatan.

Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 3

' . Umum terdin dan
Dinas Pekeraan -

| Kepala [inas

» Ragian Tata [ Tsaha, meliputn

Sub Bag
Sub Bag. Keuangan .

[ Jmum dan Peralalan ;

b. — Kepegawaan | -
.‘ Dinas Bina Proaram. lllchputl :
S ks Pendataan Jan Perencanaan |
i :Lan [ valuasi dan Pf‘ﬂpﬁfaﬂl : o
S‘ b Dinas Bina Marga dan Pcngairan, mchputi
4. ﬂu ks Pembangunan ;

b. Scksi ...
4
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b Seksi I‘m'm*riilmrn:nl :
c. Sek.

v Penpendals
“renuendahan dun Operusional.

5. Sub D

45 Cipla Karyy mehipul

a.  Seks Bangunan -

b.  Seksi Pe Umahan, Permuokiman dan ‘Teknik Penyehatan
LingKungan -
. Seks Penangeulangan Pemadam Kebakaran.
6. Sub Dinas Tata Kota, meliputi
. Scksi Survey dan Pemetaan Tata Bangunan |
b.  Seksi Registrasi Tata Bangunan :

7. Kclompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Keschatan
Pusal 6
Dinas Kesehatan, terdin dan ¢
1. Kepale Dmas

5 Bazian Tata Usaha. meliputi

4 Sub Buag. Umum, Perencanaan dan Informas) Keschatan,

h. Sub Bag. Kcuangan :

c.  Sub Bag. kcpcgawaian.

i engemb -layanan Kesehatan, meliputs :
3. Sub Dinas Pengembangan Pel b

- Deninekatan Pelayanan Keschatan ;

a. ‘:C'Lﬂ |
b Seksi Pelayanan kesehatan Keluarga ;

Qeksi Pelayanan (171 Massarakal

‘ - envakit dan Penvehatan Lingkungan,
‘ .« Pencegahan Pen \
4 Sub [hnas L

mehpuli | |

Cekst Pengamalan Penvakit .
a. OCKS g

b Seks pemberantasan Penvakit |

.nl‘l- = il i )

Geksi Peningkatan Kualitas Lingkungan .
G - L: L -y :
T Lo Peninghatan Penyehatan Makanan Mimuman dan
d. Sekst I'e —

']'Q!ﬂpiﬂ'h—:n”“ti [ Imum.

b Dinas pengembangar Peran Scrta Masyarakat, meliputi
Sub 2 hE
C Jaminan
a. Sekst Janng -
b. Scksi ...

Lh

pPemeliharaan Kesehatan Masvarakat -

Lh
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b Seksi Up

C.

ava Keschaluan Bersumber Dayu Masyarakal .
Sekst Upava Kesehatan Institus ;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas. meliputi :
a. Pllh‘t:l\'l.:hlil{t."i ,

b.  Gudang Farmas; -

¢. Laboratorium Kesehatan.

7. Kelompok Jabatan F'ungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan
Pasal 7
Ninas Pendidikan dan Kebudayuan terdin dan

1. Kepala Dinas |

2. Bagman luala Usaha. mehpuls

a Sub Bag. Umum

b, Sub Bag. Kecuangan:

c.  Sub Bag. Perencanaan,

d  Sub Bag Kepegawalian.
2 Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis, meliputs
) 4 Scksi Penctapan Angka Kredit

b Seksi Pembinaan dan Pengembangan

o Seksl Mutas) dan Promaost ;

4. Sub Dinas Pendidikan Lua Sekolah, melipm% ._ ‘
: 4 Scks pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar Usia
Sekolah l
b. Sehst Pendidikan Berkelanjulan |
¢ Seksi Kurikulun.

qub Pembinaan remuda dan Olah raga, meliputi :
Sub l'¢

L

Ceksi pembinaan Pemuda dan Olah Raga ;
a. SHERD S
h Qeksi Pramuka dan Kesiswaan
S. b Dinas pendidikan Dasar, meliputi :

fj. ub a5

. Scksi TK / SD;

b. Seks1 .
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b. Seky SETP -

C. Seks Kurikulum.

7. Sub Dinay Pendidikun Menengah, mehpuli

a.  Seksi SMU -

L. Seksi SMK -

€. Scekst Kurnikulum.

8. Cabang Dinas Pcndidikan, meliputi :
a.  Cabang Dinas Pendidikan Magelang Utara ;
b.  Cabang Dinas Pendidikan Magclang Sclatan.

9. Unn Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan.

10.Kclompok Jabatan Fungsional.

RBagian Keempal
Dinas Pertanian
Pasul 8
Dinas Pertanian, terdir dan :
. Kepala Dinas:
5 PBagian Tata Usaha, meliputi :
a. | Sub Bag. Umum dan Program -
b Sub Bag kcuangan
c. Sub Bag K cpegawaian.

3 Sub [inas Pertaman, meliputi :
perlindungan Tanaman, Penggunaan Lahan dan

9. Seksi
sumber Dava

h.  Seksi Budidays dun Pemasaran

4 Sub Dimnas Peternakan, melipuls

rodukst Jdun Uszha Tam :

4. Sekst P
b Sekst K esehatan Hewan.
3 Sub Dinas Derikanan, meliputt :

eksi P1 oduksi dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
a. ¢

b Seksi (Jsaha Tani dan Pengolahan

'''''
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0. Unit Pelaks:
a.  Bala Benh Ihan -

b.  Balai Benih Horukultura -

e,

d.

Rumauh Pumninngun Hewan -

¢.  Ketahanan Pangan.

7. Kelompok labatan Fungsional.

Bagian Kelima

Dinas Perindustnian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 9

| ' | erdiri
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal t

dari :
|. Kepala Dinas:

7 PBagian Tata Usaha. mehputi:

2 Syh Rag Umum dan Kepegawaan .

b. Sub Bag. Keuangan,

‘ erenci iKum.
¢ Sub Bag. lercncanaan dan Huk

3 Sub inas Industri. mehiputi

n Sekst Industr Kima dan AGRO ;
' t Ancka Logam, Mesi dan

. Selost |'ekstil. Kul
Elcktronika.

4. Sub Dina
Seksi Bimbing
Perusahaan .

a.
Pendaftaran
b, Seksi Lksper: Jm
.- L1
Scksi Penanamail Modal.
c. z

ungsional.
Kelompok jabatan Fungston

g )

Ragian Keenam

hinas Pertanahan

Pasal U

Jirt dan :
Dinas Fm'lanulmu terdir! da

%

na Teknis Dinas, meliput; -

Laboratonium Kesehatan Hewan -

e dan Penanaman Modal, meliputs
S iJEl-d;y,:__:dH:dll dan

~an Usaha. Perlindungan Konsumen dan

pOT. Informasi dan Promosi :

2. Bagian ..
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[

Bagian Tata s
4. Sub Bay
b. Sub Bag
€. Sub Bayp

aha, meliput; -

Umum
. Keuangan -

Perencanaan -

d.  Sub Bag Kepegawaian.

3. Buh_ lJu_lah Pengaturan, Penguasaan dan PenatagunaanTanal,
meliput)
a.

Sekst Data Penguasaan dan Penatagunaan Tanah .
Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah :

¢.  Scksi Pcnataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah .

b.

d.  Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemlikan Tanabh.
4. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah. mchputi

a. Scksi Pengadaan dan Pembenian Hak Atas Tanah ;

b.  Scka Penvelesaian Masalah Perlanahan,

L

_ Sub Dinas Pengukuran dan Pendattaran 'I'anah, meliputi :
a  Sekst Pendalaran Hak dan Informast .
b. Seksi Pengukuran. Pemetaan dan Konversi :
¢ Seksi Peralihan Pembebanan HAK dan PPAT.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Pcndapatan

Pasal 11

Dinas Pendapalan terdin dan :

1 Kepale Dmas:

5 RBagian latd [ Jsaha. mehputt

Sub Bag. Administrast Umum .
a4, g it
h Sub Bag. Kepegawalan ;

¢ Sub Bag. Keuangan.

3 Sub Dinas Pere! _
. Qeksi Perencanaail, Evaluasi dan Pengembangan ;
Scks

canaan dan Pengembangan, meliput: :

bl Scksi Penyuluhan.

4 Sub Thnas .
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4. Sub Dinas Pendapatan. meliputi

Seks Pujak. Retnbusi, |

Yenenmauun [ain-lam dan
Pemunmah Atasan ¢
b

Sekst Pembuk wan Pendapalan.

5. Sub Dinas Penetapan Pajak dan Retribusi. meliputi :
a.  Seksi Pendafiaran, Pendataan dan Penetapan |
b. Seksi Keberatan. Angsuran dan Penagihan.

6

. Unit Pelaksana Teknis Dinas. meliputi :
a. lerminal .
b.  Uinit Pclavanan Saru atap.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

(1) Bagian. Sub Dinas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ;
6. 7. 8.9. 10, |1 Peraturan Daerah . HIESIHE"M?)?!H?

5, 7. 8.9, 10, : i '8
dipimpin oleh seoranz Kepala Bagian. hﬁ'pul,ﬂbSTb | l::n S
vang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
i:.cp;du Kepala 1mnas.

9y Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dlmgl;sud dalam P.?_sa]

" b‘lr 7 g 9. |0, |1 Peraturan Daerall ini, masing-masing
2y 08 1 e ‘ r : t Lans / )
;_l: NP oleh  seorang Kepala E.:ub Bd%izﬂa [;am:
b” (anocung jawab kepada Kepala Bagian LaL-l_ lJ*E? ) mjz
dc: seorans Kepala Sekst yang bertanggung jawab kepa
an SscoLtdlls

Kepala Sub hnas.

Pasal 13

batan Fungsional sebagaimana' f:limak::;ud daltarn
Kel-;rmpﬂk Jag Q [0 |1 Peraturan Daerah 1ni1, masing-masing

Pasal 2. O- Pejabat l'ungsional Senior selaku Ketua
. . __.ikan oleh F€)

dikoordinasl

Kclnmpﬂk.

-----

10
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BAR 1]
TATA KFRIA
Pasal 14

(1) n.'_il:ml melsk sunak an lugasnya Kepala Tinas, Wkl H‘:FHI#
Dinas. Kepala Sub l)ma:-:..Kr:puIa Bagian, Kepala Seks,
Kepala Sub Bawian scbaganmana dimaksud Pasal 5, 0, 7, ?‘:
9. 10, 11 Peraturan Dacrah ini, menerapkan pnnsip
Koordinass, integrast dan sinkronisasi baik intern maupun
anlar umil orgamisast lainnyva, sesum dengan lugas pokokny4
masing-masing

(2) H'ﬂiup prmpiman saluan nrgunmu.ui di Iingkunguﬂ I hnas
waih melaksanakan pengawasan melekat.

Pusal 15

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yang dyabarkan
berdasarkan Susunan Orgamisast sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5. 6.7, 8.9, 10, 11 Peraturan Dacrah ini ditetapkan dengan
Keputusan Wahkola.

BAB IV
KI'PLGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 16

leqiang jabatan dan kepangkalan scrta susunan kepegawaian
Jenjan! ati
diatur sesvai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

a1l F‘ii’-lﬂﬂ [1 dan Il dilingkungan Dinas Daerah

(1) P"j“bw 4an diberhentikan olch Walikota,

diang i .
.+ Eselon IV dilingkungan Dinas daerah diangkat dan
ax Dahat Esel¢ : ,
(2) S?ﬂdrhcﬂﬁkfm oleh Sekretanis Daerah atas pelimpahan
10CT

I -wr:n'!ﬁE-’m I'J]Ch E‘ﬁ"ﬁ“kfﬂﬂ.
\ ; L] -

Pasal ..

i1

e —
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Pasal 18
Peng: ne . '
cngangkalan dun pemberbienhun pejabal Ihng:ﬂmml dhalur

sesuat dengan pe
a1 dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan Susunan Orgamsast Ihnas Dacrah SEMENWEE
tcreantum  dalam  lampiran, merupakan bagian yang [
terpisahkan dengan Peraturan Daerah 1nt.

BAB Vi

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

d L B 1 % 3 |
1d1 L:{':hl"ll_”l]"‘-'ﬂ.. {Clﬂ[' mcl&kﬁlﬂﬂl‘:ﬂﬂ mgas-tugﬂsn}fﬂ Sﬂfﬂpﬂl
' :_ o 11

i Pcjabat baru berdasarkan  Peraturan
dengan pengangkatan

Daerah 101

BARB VIl
PENUTUP
Pasal 21

Dengan herlakunva Pcraturan Dacrah ini maka :
: qa Nomor 1% °
) Sid"rum Kerja D'";“"‘ e

Daerah Tinekat 1l Magelang . o
{ g Tahun 1989 tentang Susunan Drgar_nﬁam Id.an
*:nqu"‘_.,.nﬂﬂ Organisasi dan Tata Kcena Dinas
' ah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang ;

10 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi
.« Kchersihan dan Pertamanan Kotamadya

h Perda Non
Tata Kend
pendapatan [aer

¢. Perda ... ..
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¢. Perda Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan ,Susunan
{')f.ﬂﬂmﬁr'lﬂl dan Tatg Kerna Iinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadva Daerah Tingkat Il Magelang -

d. Perda .Nnmnr + Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan
(Efg-'-lm*:;;;.qi dan Tata Kerja [Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kotamadva Daerah Tingkat I1 Magelang

C.

¥ e , , .
Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Keschatan  Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Magelang -

. Perda Nomor 7 Tahun 1996 fentang Susunan ﬁrgnnih:mi dan

Tata Kena nas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat I
Magclang -

g. Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan lata
RKerja Dinas Pelernakan Kotamadya Daerah Timgkal I
Magelang :

h. Perda Nomor 10 Tahun 1997 tenlang Pembentukan Susunan

Organisast dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya
Daerah | ingkat 11 Magelang:

i Perda Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan
Orgamsast dan lata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
Kotamadva Daerah Tmgkat [T Magelany |

i. Perda Nomor 12 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kega Dmas Pekenaan Umum Kolamadya Dacrah
Tingkai IT Magelang :

Lk Perda Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan
Oroanisast dan Tata Kerga Dimas Tals Kola Kolamadya
acrah lingkat 1 Magelang :

ceria kelenluan loin vang berlenlangan dengan Peralurun daerah

in1 dinvatakan tidak berlaku lag.

Pasal 22

[al-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah inj sepanjang

meneenal pciul-:ﬁmmmuwﬂ akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

""""

13
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Peraturan sl 23
« d T '
N derah ing myla berlaku pada tanggal diundangkan.

P g dapal mengelahuimya, memenntahkan
Cratiran Daerah ini dengan penempatannya
n Daerah Kotg Magelang.

Disuhkan di Magelang

pada tanggal 2% VeembiA Zoo

WALIKOTA MAGELANG

\ et

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2001

A MAGELANG

LEMBARAN DAERAH KOT.
TAHUN 2001 NOMOR 2

SERT D NO. 2

14
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DA FRAH KOTA MAGELANG
NOMOR |6 TAHUN 2000
TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA DINAS DAERAII
KOTA MAGFLANG

. PENJELASAN UMUM

| Dengan dikeluarkannva Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemertntahan Dacrali. maka pelaksanaan Otonom Daerah yang luas. nyata dan
bertangeune juwab dengan titik berat dy daerah Kota perlu segera diwujudkan.

Schubunpan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali
kelembagaan Dinas Daersh yang ada di daerah

Untuk maksud tersebut serta guna lebib meningkatkan kelancaran
penvelenggaraan Pemenntahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya
suna dan berhasil guna. maka petlu menetapkan kembah Susunan Organisasi dan
:[‘a[u Kerja Thnas Nuerah Kotz Magelang dengan Peraturan Naerzh

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 - Cukup jelas.
Pasal 2 avat (1) - Cukup jelas

vano dimaksud kewenangan Pemcrintah adalah
Pasal 2 avat (2) hurufa Yang dima 2 d

lewenangan Dinas Daerah

Pasal 2 avat (2) huruf bs/d ¢ Cukup jelas.
Pasal 3 s/d 23 . Cukup jelas.
15
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